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Abstrak
 

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada

tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan

Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004

dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses

pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan

dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan

notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada

masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu

pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris

dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan

antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis

dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor:

98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa

yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi,

notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan

konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
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